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bahrva dengan pembangunan daerah, keluarga sebagai
Llnit terkecil dalam masvarakat \.ang merllpakan amanat
dan harunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiiiki hak di
dalamn,va melekat harkat dan martabat keluarga, harus
dibina serta clikembangkan untuk menjadi keluarga yang
sqjahtera dair bcrkualitas;

bahw.r sejalan clengan pcrkemballgan bidang sosiai,
buda]'a, ekonomi. teknologi informasi serta peng,rruh
globalisasi telah mengubah dan menggesel: tatanan
ketahanan keluarga, unllrk itu agar rercipta kesempatan
seluas hrasnl'a u1-ituk memenuhi hak hidup, hak tumbuh
kembang, hak pendidikein, hak per'lindungan, l.rak
partisipasi serta hak meli:ri:tnkitn keiridtrpannl.a secara
u.ajar perlr,r dilindulgi dengan kebijakan terkait dengarl
Penl.elenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluargai

bahwa berdasarklrn pertimballgan sebagaim;rna dimaksud
dalam hurul a. dan hurul b perlu disusun Peraturan
Daerah tentang PenYelf nggaraalt Pembanllunan Ketahanan
KelutLrga.

P.rsal l8 alat (b) Undang Undang D.lsar N.-gara Republik
lirdonesia Tahun 19.+5:

2. Undang-Undang Nomor 1.+ Tahun 1950 tenrang
Pembentukan Daerah Dac|ah Kabupaten Dalam
Lingkuogan Propinsi Djar':r Bor.rl (Bcrita Ncgnra Republik
Indonesia Tahu11 1950 Nomor 81, scllagaimana tclal-l
diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan K:lbupaten Puru'akarta dan
K:rltupaLen Subang Deng.rn Nlengubah Undang Und:rng
Nomor 1,+ Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
D:ierah Kabrlp:rter-r Dalam Lingkungan Propinsi Dja$,a
Barat (Lembaran Ncgara R.-publik lndonesia Tahun 1968
Nomor :l I , 'lart-rbahun Lcmbar an Ncgara Republlk
Lrdoncsia Nomol 2851)l



10.

11.

3.

1.

5.

7.

a.

9.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka\\.inan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambah:rn Lembaran
Negara Republik L.rdonesra Nomor 3019) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomo. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Undang Undang Nomor 39 T.rhun 199!l te1-rtau€l Hak As.1si Manusia
(Lembaran Negara Republik lndonesia 'lahun 1999 Nomor' 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor' 3886);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik lndorlesia Tahun 2OO2 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42351
sebagaimana telah diubah deDgan Ur-rdang Undang Nomor 35 Tahun
20121 tentang Perubahan Atas Und.rng Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Nega.a Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 56061;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.+
Nomor 95,Tambahan Lembarilll Nelaarr,r RepLlblil< Indoncsia Nomor ,+419);

Undang-Undang Nomor 1L Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 52 Tahur.r 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambalian Lembaran Negara
Republik L.rdonesia Nomor 5080);

Undang Undalrg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oi4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedlla Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 201.+ t.11t.rng Perneriittahan Daerah (Lembaran
Negara Republik I ndonesia 'l.rhLin 2015 Nonor 58, Tambahan Lembaran
Negaia Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 201,1 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 561.1);

Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pembe.dayaan l\{asyarakat Meialui Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga;

Peraturan Daerah Provinsi Jar,r'a Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah
Provinsi Jalr'a Barat Tahur-l 201.+ \omor 9, Tambahan Lembaran Daclah
Provrn-. l.luo B.a-r Non, i'c,,

12.



Dengan peisetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

I,{EM UTUS-L',AN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETEN'IUAN UMUM

Baglan Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnva disebut Daerah adalah Daerah Kabupat:en
Cianjur.

2.

3.

Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut pemerintah
Daerah ada-lah Br-rpati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan ,r.usar', p.-erilrtahan yang
Inenjadi kewenangan daerah otonom.
De\{an Penvakilan Rak\-at Daerah r.ang selanjutnva disingkat DpRD
adalah lembaga pet'akilan rakrat J.rerah lang berkedudukcn sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Cianjur.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penl,elenggaraan urusan Pemel intahan 1.ang menjadi ker,r,enangan daerah.
Perkau'inan adalah ikatar-r lahir batin antara seorang pria dengarr scor ang
$'anita sebagai sllami isteri dengan tujua:r membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Keluarga adalah unit terkecii dalam masyarakat yar]g terdiri dar.r suami
istri, atau suami, lstri dan anaknva, atau avait cian anaknva. atau ibu dan
anaknya.

Ketahanan Keluarga adalah kor.rdisi dinamik sliatu kelLlarga vang memiliki
keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil
dan psikis mental spiritual guna hidup mandrrr clan mengembangkan diri
dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan
kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif,
berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan
oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masl,arakat,
dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhaan
keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam menlngkatkan
kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

+.

5.

6.

8.

9.

7.



10. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek
pendidikan, kesehatan, ekonorni, sosial budaya, kemandirian keluarga,
dan mental spiritl.lal serta nilai nil:Li allama yang merupakan dasar untuk
mencapai keluarga sejahtera.

11. Keiuarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas
perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan
material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki
hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara
keluarga dengan masvarakat dan lingkungan-

12. Kelllarga Prase-jahtera adal.rh keluargil \:lng Lidak dapat memenuhi salah
satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan,
sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan

13. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak
atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya
sebagai akibat dari keadaan fisikdar.r/atau nonlisiknya

14. Keluarga Harmonis yaitu keluarga -!-ang rukun be|bahagia, tertib, disiplin,
saling menghargai, penuh pemaaf. tolong menolong dalam kebaikan,
memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengarl saling menghormati,
taat menBerjakan lbadah, berbakti pada vang lebih tua, mencintai ilmu
pengetahuan dan memanfaatkan $'aktu luang dengan hal yang positif dan
mampu memenuhi dasar keluarga.

15. Sertifikat Bimbingan Pra Nikah aclalah bukti otentik keikutsertaan dalam
mengikuti kursus prar nikah atau p|oglam pendampingan pra nikah.

16. Perencanaan adalah pr-oses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya
yang ada.

Bagian Kedua

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan
berdasarkan asas norma agama, legalitas, perikemanusiaan, keadilan,
keseimbangan, manfaat, perlindungan, kekeluargaan, keterpaduan,
partisipasi, profesional, non diskriminasi dan keberlanjutan.

Bagian l{etiga

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketaharlan Keluarga bertujuan untukl

a. meMrjuclkan ketahanan keluat ga dr.rlan mcmenuhi kebutuhan fisik,
sosial, mental/ psikologis dan spiritual secara seimbang menuju
kesejahteraan Lahir dan kebahagiaan batin; dan

b. terciptanya harmonisasi dalam pembangunan ketahanan keluarga yang

diselenggarakan ole1-r Pemerlntah Daerah, masyarakat serta dunia usaha'

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 4



Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan
ketahanan keluarga;

b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam
penl.elenggaraan pembangunan ketahanall keluarga; dan

c. pedoman bagi keluarga dalam pcmcnuhan kebr-rtu1-rar-r untuk meu'u.judkan
kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggara.ln pembangunan keLahanan keluarga, meliputi:

a. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, penga\\rasan dan pengendaLian;
b. penyelenggaraan pendampingan pra nikah;
c. pendidikan dan pengasuhan anak;
d. peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
e. kelembagaanketahanan keluarga.

RAR II

PERENCANAAN, PELAI(SANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pasiil f)

(1) Pemerintah Daerah menl'usun rencana penyelenggaraan pembangunan
ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan
keluarga.

(2) Rencana penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga
sebagaimana dimaksud pada :ry:rt (1) ditujukan untuk meu,ujudkan
keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:

a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
b. ketahanan fisik keluarga;
c- ketahanan ekonomi keluarga;
d. ketahanan sosial keluarga;
e. ketahanan mental/ psikologi kelua|ga;
f. ketahanan Spiritual kelLlarg.i.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

Per-ryelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah Daerah:
b. keluarga;
c. masyarakat;
d. organisasi masyarakat; dan
e. dunia usaha.



(1)

Paragral 1

Penerintah Daerah

Pasal E

Pemerintah Daerah menetapkan rencana penyelenggaraan pembangunan
ketahanan keluarga dengan mengacu kepada rencana pembangunan
ketahanan keluarga l.ang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keiuarga,
meliputi:

a. Iegalitas keluarga, yang dihasilkan untuk pendataan angka keluatga;

b. ketahanan fisik keluarga, yar-rg dilaksanakan untuk mendorong
pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan,
perumahan, per-ididikan dan kesehatan;

. ke .harlr cko. om. (e.Lr rrC r:

d. ketahanan sosial keluarga, yang dilaksanakan untult mendorong
keluarga dalam memelih.rra ikatan, dan komitmen berkomunikasi
secara efektif, pefrbagian dan penerimaan peran, pembinaan
hubungan sosial serta mekallisme penanggulangan masalah;

e. ketahanan mental/ psikologis, ]'ang dilaksanakat.r melalui kemampuan
menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif,
konsep dir i dan kepedulian sesama anggota keluarga;

f. ketahanan spiritual, yang dilaksanakan melalui penerapan dan
peningkatan niLai agama, ]'ang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga
vang berbasis agama.

Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarg.l mengacu pada perencanaan
pembangunan ketahallan keluarga.

Fasilitasi pembangunan ketah.inall kelualga dilaksanakan mei.rlui:

a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi,
per-rdidikan, peny-r-r1uhan, dan pelal.anan mengenai pera\ ratan,

pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;

b. peningkatan kualitas temaja rrelalui pemberian akses informasi,
pendidikan, konseling dan pelayanan meng.'nai kehidupan keluarga;

c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap prodlrktlf dan
berguna bagi keluarga dan masYarakat dengan pemberian kesempatan
untuk berperan dalam kehidupan keluarga;

d. pemberdayaan keluarga rentan melalui perLindungan dan bantuan
untuk met-rgembangkan diri agar serta setara dengan keluarga lainnya;

e. peningkatan kualitas lingkungan keluargai

f. peningkatan akses dan peluang terh.ldap pemenuhan inlormasi dan
sumber da-\,-'a ekonomi keluarga;

g. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan atau fasilitasi yang
lebih elektif bagi keluar€la prasejahtera; dan

h. pengembangan program dan keglatan dalam upaya mengurangi angka
kemiskinan bagi kelua|ga ptasej.lhtera datl perempuan Iang berperan
sebagai kepala keiuarga.

(2)

(3)

(4)



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan
keluarga, diatur dengan Peraturan Bupati.

ParagraI2

I{eluarga

Pasal I
Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui
pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kerrajiban keluarga, yang terdiri daril

a. anggota keluarga;
b. calon pasangan menikah;
c. suami istri; dan
d. orang perseor angan.

Pasal 10

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan
keluarga, berhak untuk:
a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan

kesehatan, penclidikan, keterampilan dan bantuan khr.rsus sesuar
ketentuan peratllran perundang-unclangan;

b. mendapatkan periindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan
kesej ahteraan keluarga;

c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat l.ang hidup dalam
masyarakat;

d. berkomunikasi dan merlrperoleh ir-rlormasi me ngenai kcluarga l ang
diperlukan untuk mengembangkan pribacli dan lingkungar sosialn1-a;

e. memperjuangkan pengembangan dirint a baik secara pribadi maupun
kelompok untuk membangun Daerah;

f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
g. mendapatkan inlormasi, perlindungan, dan bantuan untnk

mengembangkan kualitas diri dan lungsi kcluarga sesuai 1lorma agarna
dan etika sosial;

h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya tcrkait ketahanan keluarga;

i. mencari, memperoleh, memiliki, mer-ryimpan, mengolah, dan
menyampaikan inlormasi terkait penl'e1er-rggaraELn ketahanan keluarga
dengan menggr,rnakan sarana l'ang terseciia; dar-r

j. hidup di dalam tatanan masyarak.lt yang aman dan tenteram, yang
menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi

Pasal 11

Ker,ajiban anggota keluarga dalam per-r1'elenggaraarn pembangunan ketahanan
keluarga, meliputii

a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat
hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna
me\\,ujudkan ketaharlLrn keluarga;

b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;



c. menghormati hak keluarga lain dal.1m kehidupan beragama,
belmasl,arakat, berbangsa dan bernegat a; dan

d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta
Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepan3ang
tidak melanggar hak hak penduduk.

Pasal 12

(1) Dalam penyelenggaraan pernbangunan ketahanan keluarga, setiap calon
pasangan menikah:

a berhak:

1. mendapatkan informasi, bimbingar-r, dan bentuk sejenis lainnya
terkait perkau.inan, pengembangan kuailtas diri, dan fungsi
keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan
peraturaln perundiing-unalangan ; dan

2. pelayanan kesehatan terkait persiapan perka$.inan.

b. berkeu'ajiban:

1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait
perkau'inan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan

2. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikal-r.

(2) Pemerintah Daerah dapat n-remfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan
keu,ajiban caLon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada a_v-at (i).

(3) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan keu,ajiban calon pasangan
menikah sebagaimana dimaksud pada a-y-at (1) dilaksanakan melalui
koordinasi atau kerjasama denganinstansl terkait, Iembaga keagamaan,
dan lembaga sosial.

Paragraf 3

Slraml Tstri

Pasal 13

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kerra.jiban suami istri, didasarkan atas
perkarvinan yang szrh menurut irukum masing-masing agama, serta dicatat
sesllai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

Dalam penyeienggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap suami isrri
berhak untuk:
a. membangun keluarg:i vang berkuaiit:rs secara bertanggungjau,ab;

b. meuujudkan 1-rak reproduksinr':1 dan semua hal ],ang berkenaan dengan
kehidupan perkat inant.rya; dan

c. mengangkat anak sesueri dengan ketentllan peraturan perundang
undangan.

Pasal 15

{1) Setiap suami istri $'ajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya,
sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang
undangan.

{2) Dalam hal suami isrri memiliki anak, maka kepadanl.a diu-ajibkan untuk:



a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran. sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan;

b. meran at, mengasuh, melir.rdungi, mengarahkan, membimbing, sesuai
norma agama, adat, sosial, ketentuan peraturan perundang undangan;
dan

c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan
melaksanakan keu.ajiban srsual u\ia. frsri. cian psikis anak.

Pas.rl 16

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya
terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 4

Masyarakat

Pasal 17

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam
penyelenggaraan ketahanan keluarga.

(2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan
keluarga sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilaksanakan oleh:
a. perorangan;
b. lembaga pendidikan;
c. majelis taklim dan organisasi keagamaan lainnya;
d. organisasi soslal kemasyarakatan;
e. lembaga swadal.a mas).arakat;
f. organisasi profesi, pers dan media ;dang. lembaga sosial.

Pasal 18

(1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat berupa
pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang,
jasa, dan atau lasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan
keluarga dengan prinsip non dis[11611p1r1, vang diiakukan melalui

penyelenggaraan

b. pelestarian nilai nilai luhur budava bangsa dan kearifan lokal yang
mendukung penyelenggaraan pembangur.ran ketahanan keluarga;

c. penyediaan dana,.jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
pembangunan ketahanan keluzrrga:

d. pemberian layanan konsllltasi bagi keluarga harmonis dan keluarga
rentan; dan

e. kegiatan lain 1.ang mendukung terlaksananya penyelenggaraan
pembangunan ketahanan keluarga, yang ditetapkan kemudian.

(2) Kegiatan kegiatan sebagaimana dimaksud padil ayat (1) dilaksanakan
masyarakat dengan berkoordinasi kep;rda pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan Iebi1.r lanjut mengenai pelaksar1aan peran maslrarakat, diatur
dengan Peraturan Bupati.

kegiatani

a. pemberian saran dar-r pe.timbangan dalam
pembangunan ketahanan keluarga;



Pi.r.ig.aI5

Dunia Usaha

Pasal 19

(1) Dunia usalla \\'ajib berperan dalam penlrelenggaraan pembangunan
ketahanan keluarga, vang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan
keluarga kal as-an.

(2) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana .limaksucl padaayat (1),
berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pas.l1 2O

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengalvasan dan pengendaiian terhadap
penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai keu,enangan,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
dengan:

a. bimbingan dan penyuluhan;
b. pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain;
c. pemberian penghargaan;
d. cara pembinaan lainnya.

(3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan
pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada al,at (1),

dilaksanakan oleh Perangkat Daer,rh terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut mer-rgenai pembinaan, penga\\rasan dan

pengendaliar.r sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan
P"ra r ura r. Bupari.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 21

(1J Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan
dar-r pengasuhar-r anak.

(2) Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan
pola asuh lrang baik, santun dan per1uh kasih sal,ang, serta seimbang dari
ayah dan ibunya.

(31 Pendidikan d:rn pengasuhan an.rk bertujuan untuk berkembangnlja
potensi anak agar menjadi manusia lrang beriman dan bertak\\'a kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mu1ia. sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, beru,awasan kebangsaan dan mer-r.]adi warga Negara yang
demokratis serta bertanggung ja\\'ab.

(4) Dalam hal elektilitas pendidikan d:rn per.rgasuhzrn anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah u.alib mengupzryakan terkait
pencapaian indikator kabupaten 1a1'ak anak.

(5) Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap keluarga
harus berkomitmen da11 berpelan serta aktif dalam mervujudkan
lingkungan rukun warga ]-ang ramah anak.



(6) Selain pendidikan formal, setiap anak berhak untuk mendapatkan
pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten
demi terciptanya ketahanan keluar ga.

(7) Pendidikan inlbrmal sebagaimana dimaksu.l pad:1 alrat (6) diantaranlja
pendidikan keagamaan mauplln berbagai penyuluhan yang
diselenggarakan lembaga mitra pemedntah dan organisasi terkait anak
dan keluarga.

(8) Kebtakan teknis pendidikan anak menjadi tugas perangkat daerah yang
menangani ketahallan keluarga.

BAB V

PENINGKATAN PER,{N SERTA MASYARAKAT DAN ORGANISASI
KEMASYARAK,{TAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah melr'ujudkan peluang dan mendorong keikutsertaan yang
seluas-luasnya bagi masyarakat dan organisasi kemasJ.arakatan untuk ikut
berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 23

(11 Peluang dan dorongan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembangunan
ketahanan keluarga meliputi kegialtan:

a. memberi informasi dan p.-ndidikan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

b. membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan ketahanan
keluarga;

c. menggerakkan anggota masyarakat untuk menjadi tenaga lapangan,
penyuluh dan atau motivator ketahanan keluarga;

d. memberikan motivasi untuk menciptakan partlsipasi, peran dan
kemandirian keluarga yang dapat me{.ujudkan ketahanan keluarga.

(2) Peran serta masyarakat diseleng€larakan melalui orang peroiangan,
lembaga masyarakat atau organisasi kemas!-arakatan, sesuai dengan
peraturan perundang undangan -vang berlaku.

(3J Peran serta masvarakat dan org.rnisilsi kemasya.akatan dapat berupa
penyediaan tenalla, sarana, prasarana, d.1n.r dan/atau bentuk peian
lainnJ'a.

BAB V]

KELEMBAG,{AN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kl.satu

Tim Pembina Ketahanan Keluar€la Daerah

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan KeLuarga Daerah
dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.



(2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sellngaimana dimaksud pada
ayat (1), memiliki tllgas merencan:rkan, mengkoordinasikan, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangungan
ketahanan keluarga.

(3) Susunan keangflotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah,
Instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan,
o.gani.rsi orol"-i. org rni-. .i " rl rnu rd.r. o e ,.'\^r '. ,rc mc r. u.g.
keiuarga dan arlak serLa mas\,:1rak!rt.

(4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Iiedua

Tenaga Lapangan Ketahanan Keluar ga

Pasal 25

(1J Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan dan/atau menggerakan Tenaga
Lapangan ketahanan keluarga dalam optimalisasi pembangunan dan
pembinaan ketahanan keluarga.

(2) Tenaga lapangar-r ketahanan kcluarga sebaqaimar-ra dimaksud pada al'at
(1), memiliki tugas mengind.-1.rtillkasi, mcmberikan motlvasi, mediasi,
mendidik, merencanakan dar-r mcngadvokasi.

(3) Susunan kean€lEaotaan tenaga lapangan Ketahar-ran Iieluarga melekat
kepada tenaga lapangan J'ang sudah ada antara lain:

a. motivator ketahanan keluarga;
b. pendamping Kader Posl.andu;
c. tenaga penggerak Desa;
d. PPL Post'andu;
e. Tim Penggerak Pemberdayqan dan Kesejahteraan l{eluarga;
f. Pen1.uluh Lapangan Ketahanan Keluarga.

(4) Penyuluh Lapangan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) hurl-rl f, diangkat dari pcru,akilan majelis raklim atau organisasi
keagamaan lainnya dan ditetapkan oleh keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pctunjuk teknis penlbentukan Tenaga
Lapangan Keluarga sebagaimalra dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan B!1pati.

BAB VII

PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Bagian Iiesatu

Umum

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan
kepada Instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan,
organisasi sosiai kemasyarakatan. lcmbagil stt'adava masyaraki,r. org.,nisesi
prolesi, lembaga sosial, jembaga pen.lidikan, dan dunia usaha yang
berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penvelenggaran
pembangunan ketahanan keluarga.



l.J

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 27

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diberikan
kepada:

a. Instansi terkait:
b. perorangan;
c. keluarga;
d. organisasikeagamaan;
e. organisasi sosial kemasyarakatan;
f. lembaga su,adalra masyarakat;
g. organisasi profesi;
h. lembaga sosial;
i. lembaga pendidikan; dan
j. dunia usaha.

(2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan dalam bentnk piagam, plak.rt, medali, dan atau bentuk lain,
sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga

Dukungan

Pasal 28

(1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalar.n Pasal 26 dapat diberikan
kepada:

a. Instansi terkait;
b. perorangan;
c. keluarga;
d. organ.sasi k"aB.moan:
e. organisasi sosial kemasyarakatan;
f. lembaga swadaya masyarakat; dan
g. lembaga sosial.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan
bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga,
pemberian stimulan, per-rgembangan dan penguatan kelembagaan, dan
pemberian pelatihan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERA.LIHAN

Pasal 29

(1) Keiembagaan Ketahanan Keluarga ]'ang telah dibentuk sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkar1, tetap berlaku sampai ditetapkan lebih lanjut
sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada alrat (1) diiakukan paling
lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannva Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua

Penghargaan

PasaT 27

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diberikan
kepada;

a, Instansi terkait;
b. perorangal;
c. keluarga;
d. organisasi keagamaan;
e. organisasi sosial kemasyarakatan;
f. lembaga swadaya masya.rala!
g. orgalisasi profesi;
h. lembaga sosial;
i. lembaga pendidikan; dan
j. dunia usaha.

(2) Penghargaar darl dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan atau bentuk lain,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undalgan.

Bagian Ketiga

Dukungan

Pasal 28

(1) Dukungar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diberikarr
kepada:

a. Instansi terkait;
b. peroralgal;
c. keluarga;
d. organisasi keagamaar-r;
e. organisasi sosial kemasyarakatan;
f. lembaga swadaya masyarakat; dan
g, lembaga sosial,

(2) Dukungar sebagaimala dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan
bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga,
pemberian stimulal, pengembalgal darr penguatan kelembagaan, dan
pemberian pelatihan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekalisme pemberian dukungan diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Kelembagaan Ketahanan Keluanga yang telah dibentuk sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai ditetapkan lebih lanjut
sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

[2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat 6 (enam) bularr sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua

Penghargaal

Pasal 27

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, d.apat diberikan
kepada:

a. Instansi terkait;
b. perorangal;
c. keluarga;
d. organisasi keagamaan;
e. organisasisosialkemasyarakatao;
f. lembaga swadaya masyarakat;
g. organisasi profesi;
h. lembaga sosial;
i. lembaga pendidikan; dan
j. dunia usaha.

(2) Penghargaan dan dukungal sebagaimaia dimaksud pada ayat (1),
diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan atau bentuk lain,
sesuai ketentua.n peraturan perundang-undangan-

Bagian Ketiga

Dukungan

Pasal 28

(1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 26 dapat diberikan
kepada:

a. Instansi terkaiU
b. peroralgal;
c. keJuarga:
d. organisasi keagamaan;
e, organisasisosia-lkemasyaJakatan;
f. lembaga swadaya masyarakat; dan
g. lembaga sosial.

(2) Dukungan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan
bimbingan penyelenggaraan pembangunan keta1lanan keluarga,
pemberian stimulan, pengembalgal dal pengrratan kelembagaan, dan
pemberian pelatihar.

(3) Ketentuan lebih laljut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB \,'III

KRTENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

( 1 ) Kelembagaan Ketalanan Keluarga yang telai dibentuk sebelum Peraturan
Daerah ini diundalgkal, tetap berlaku sampai ditetapkan lebih laljut
sesuai dengan Peraturan Daerah ini,

(2) Penyesuaian sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
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RAB IX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daera} ini harus ditetapkan paliag lama
I (satu) tahun terhitung sejak Peraturai Daerah ini diundangkal.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundalgal Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten
Cialjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2O21
BUPATI CIANJUR,

ttd. -

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
15 Julri 2021

DAERAH,

CECEP S. ALAMSYA\

LEMBARAN DAEAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2O21 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PRO\INSr JAWA B ARAA $ I 69 /2021)
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BAI} IX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturaa Daerah iri harus ditetapkan paling lama
I (satu) tahun terhitung sejak Peraturar Daerah ini diundalgkan,

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatalnya dalam Iembaral Daerah Kabupaten
Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2O21
BUPATI CIANJUR,

ttd--

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
15 JruI]i 2021

AERAH,

J;e],^b.'o,o,""\

LEMETARAN DAEAH KABUPATEN CIANJUR TAIIUN 2021 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PRO\1NSr JAWA BARAT (4 /69 I 2021\
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